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Peran teknologi informasi dan komunikasi di era globalisasi telah menempatkan pada 
posisi amat strategis karena menghadirkan sesuatu dunia tanpa batas, jarak, ruang, dan waktu, 
yang berdampak pada peningkatan produktivitas dan efesiensi. Pengaruh globalisasi dengan 
penggunaan sarana teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah pola hidup masyarakat, 
dan berkembang dalam tatanan kehidupan baru dan mendorong terjadinya perubahan sosial, 
ekonomi, budaya, pertahanan, keamanan, dan penegak hukum. 
Perkembangan teknologi yang semakin pesat, di Indonesia pengaturan akan perbuatan 
melawan hukum dengan menggunakan sarana teknologi diatur dalam UU No. 11 Tahun 2008 
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tujuan dari pengaturan tersebut yaitu memberikan 
perlindungan bagi warga negaranya. Sejak diberlakukan, telah banyak kasus hukum yang 
menggunakan UU ini. Namun, dalam perkembangannya UU ITE mengundang banyak 
perdebatan. Perdebatan-perdebatan tersebut muncul sebagai akibat dari berbagai kasus yang 
muncul terkait dengan salah satu pasal dalam UU ITE, yakni Pasal 27 ayat (3). 
Sejak UU No.11Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disahkan, 
tercatat setidaknya ada 20 putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) 
berkaitan dengan kasus penghinaan yang melibatkan pengguna internet yang diatur dalam Pasal 
27 ayat (3) UU ITE. Dari 20 putusan pengadilan itu, Direktur Eksekutif Institute for Criminal 
Justice Reform (ICJR), Supriyadi W. Eddyono, mengatakan paling tidak ada delapan putusan 
pengadilan yang memuat pertimbangan Hakim yang cukup baik berkaitan dengan Pasal 27 ayat 
(3) UU ITE. 
Dari catatan ICJR, paling tidak ada tiga pertimbangan penting yang dibuat oleh Majelis 
Hakim, baik di tingkat Pengadilan Negeri maupun di Tingkat Mahkama Agung (MA) yang 
dinilai telah sesuai dengan kaidah hukum acara pedan dan telah memposisikan perlindungan bagi 
kebebasan berekspresi pada posisinya. Pertimbangan yang pertama, yakni terkait dengan 
penegasan pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai delik 
aduan absolute, validasi bukti elektronik (digital evidence) dan mengenai alasan pembenar. 
Pertimbangan yang kedua, yakni mengenai validasi bukti elektronik (digital evidence), 
pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE menyatakan bahwa bukti alat elektronik selain sebagai alat 
bukti surat dan alat bukti petunjuk, keduanya dianggap sebagai alat bukti baru di samping alat 
bukti yang telah ada dalam KUHAP. Selain itu, pasal 6 UU ITE mengatur bahwa bukti 
elektronik dianggap sah apabila dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat 
dipertanggungjawabkan seluruhnya. 
Pertimbangan penting yang ketiga, yakni mengenai alasan pembenar. Hal ini berkaitan 
dengan rumusan “dengan sengaja dan tanpa hak” dalam pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE. 
Dalam catatan ICJR, salah satu putusan PN Tangerang pada nomor perkara No. 
1269/PID.B/2009/PN.TNG menjadi salah satu bukti bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan 
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